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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan dan 

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan layanan data untuk mendukung 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

pengendalian pembangunan; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan 

Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat 
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses Data 

bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah  

sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
dan pengendalian pembangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 

Aplikasi Opendata Sebagai Portal Satu Data Tingkat 

Kabupaten Sumedang Pada Dinas Komunikasi, 
Informatika,Persandian Dan Statistik Kabupaten 

Sumedang 

 
Mengingat : 1. Undang–Undangan Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor  4 Tahun 

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,  

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang 

Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang 

Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang 
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4221); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5149); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5502); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang  

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 

2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1538); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemeritahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114); 
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen 

Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1573); 

18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 
Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan 

Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270); 

19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data 
Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1091); 

20. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata 
Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik 

Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092); 
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2008 Nomor 2); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten 

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2016 Nomor 3); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 

11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 28); 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2019 Nomor 5); 

25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang 
Nomor 40 Tahun 2014 tentang  Perubahan kedua 

atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 

2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2014 Nomor 40); 

26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada 
Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan 

Statistik  (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2017 Nomor 17); 
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 

tentang Satu Sata Indonesia Tingkat Kabupaten 

Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2021 Nomor 48); 

 
  MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN APLIKASI 

OPENDATA SEBAGAI PORTAL SATU DATA TINGKAT 

KABUPATEN SUMEDANG. 
 

KESATU : Menetapkan Aplikasi Opendata 

(opendata.sumedangkab.go.id) sebagai Portal Satu Data 
Tingkat Kabupaten Sumedang. 

  

KEDUA : Aplikasi Opendata Sebagai Portal Satu Data Tingkat 
Kabupaten Sumedang (opendata.sumedangkab.go.id). 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Dinas 

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 
Kabupaten Sumedang memiliki peranan sebagai Walidata 

tingkat Kabupaten Sumedang yang mempunyai tugas  

untuk melaksanan layanan portal satu data tingkat 

Kabupaten Sumedang. 
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KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sumedang, dan sumber dana lain 
yang sah. 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal  24 Januari 2022                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

BUPATI SUMEDANG 

 
ttd 

 

DONY AHMAD MUNIR 
 
 

   Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 

     KABUPATEN SUMEDANG 
 

 

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. 
NIP. 19650129 199803 1 001 

 


